
 

 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 45 TAHUN 2019 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA KHUSUS BAGI 

SEKRETARIS DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Probolinggo 

Nomor 14 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Berbasis Kinerja, besaran Nominal Nilai Jabatan bagi Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang 

telah ditetapkan merupakan besaran nominal yang berlaku 

secara umum;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, besaran Nominal Nilai Jabatan khusus bagi 

Sekretaris Daerah perlu diatur secara khusus dengan 

pertimbangan antara lain karena beban tugas dan risiko 

jabatan serta kompleksitas tanggungjawab yang melekat pada 

diri dan jabatan Sekretaris Daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Probolinggo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis 

Kinerja Khusus Bagi Sekretaris Daerah; 

   

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 

Djawa Tengah, dan Djawa Barat  (Himpunan Peraturan 

Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494) yang telah diubah dengan terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 

Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 24); 

17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 137 Tahun 2018 

tentang Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana di 

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2018 Nomor 137); 

18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 179 Tahun 2018 

tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2018 Nomor 179); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI BERBASIS KINERJA KHUSUS BAGI SEKRETARIS 

DAERAH. 

 



Pasal 1 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan, besaran Nominal Nilai Jabatan khusus 

bagi Sekretaris Daerah adalah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per point, 

dengan pertimbangan antara lain karena beban tugas dan risiko jabatan serta 

kompleksitas tanggungjawab yang diemban dan melekat pada diri dan jabatan 

Sekretaris Daerah.  

 

Pasal 2  

Hal –hal yang berkaitan dengan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja 

khusus bagi Sekretaris Daerah, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya 

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo 

yang mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.  

 

Pasal 3 

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan pada bulan Februari 2019 

untuk pengajuan pembayaran pada bulan Maret 2019. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 
pada tanggal  20  Pebruari  2019 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal      20 Pebruari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 45 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 

 


